
(X'BIRII'R IIT'34 IIIfOGARA TIXI'R

PENAfl'RAIT GI'EERITI'R I|UAA TEI|GGARA TIIUR
rOfOR3 AA TAHITT 2Ol4

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR

23 TAHUN 2013 TEMANG RO/AD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGCARA TIMUR TAHUN 2013-2017

DENSGAI RAIITAT Ti'!IAII YAXG XAIIA EAA

OI'BERXUR TUAA TEIIOGARA TITUR.

Icntnbrg : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor

81 Tahun 2010 tentang Crand fusign Reformasi Birokrasi

2OIO-2O25 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun

2O1O tentang Rmd Mop Reformasi Birokrasi 2OLO-2O14,

maka telah ditetapkan Peraturan Gubemur Nomor 23

Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Bimkrasi

Pemerintsh Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-

2017;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Nomor I Tahun 2014 tentang Renc€na

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Nusa Tenggara Timur Tahun 20 I 3-2O 1 I, maka program dan

kegiatan serta agenda kegiatan Reformasi Birokrasi dalam

kerangka waktu perlu disesuaikan;

b.



fc[|bgrt : l.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturar

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur
Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2013 tentsng Rood

Mqp Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2Ol3-2Ol7i

Undang-Undang Nomor @ Tahun l95a tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara fimur (Lambaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

16491;

Undang-Undang Nomor 8 Tahr:n 1974 tent€rg Pokok-Pokok

Kepegawaian (I€mba|an Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang NorDor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890)i

Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang

Penyelenggara NeSara Yang B€rsih dan Bebas dari Korupsi,
Kohrsi dan Nepotisme (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tanbahan l:mbaran
Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (I€mbaran Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); f.

2.

4.



6.

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan l€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undarg-Undarg 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Ta-nggungiawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

44OO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembargunajr Nasional (Lcmbaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun Tahun 2OO4 Nomor 14,

Tambahan lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor

442rli

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25

(L€mbaran Negara Repulik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor

47OOll

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentsng Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan L€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

7.

9.

8.

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahr:n 2oll tentang

Pembentukan Peraturan Perundalg-undangan (L€mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82'

Tambah-an L€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor

s%al; L



11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 t€ntang

Pemerintahan Daerah (l€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan l€mbarart

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Eebagaimana t4lah

diubah dengan Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (L.mbaran Negara RePublik

lndoneeia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indoncsia Nomor 5589);

12. Peratura-n Pr€siden Nomor 8l Tahrm 20lo telrta'rg Gmnd.

Desigm Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

13. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birclaasi

Nomor 9 Tahun 2ol1 tentang Homan Penyusunan Road

Map Reformasi Birokrasi Kement€rian/l.mbaga darr

Pemerintah Daerah:

Xorctrpb!:

E rllIu8r^{ :

PERAIIRAT OT'BIRIIUR IEITATO PERI'BAIAT ATAA

PERAII'RAII OUEENII'R IIOXOR 23 TAEUIi 2OT4 TEITAXO

ROAD IIP NEf,lOnIASI BTNOTNAAT PEIERITTAII PROVITAI

f,UAA TEIGOARA TIII'R TABT'X 2OIO.2oI7.

Prr.l I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubcmur Nomor 23 Tahun 2ol3 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nuea Tenggara Timur Tahun 2Ol3-2O17

(l€mbaran Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 023)

d.iubah, s€hingga bcrbunyi sebagai berikut: /

4



(l) Bab II Bagian III tentang Program dan kegiatan dari Road Mqp Reformasi

Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturar Gubernur Nomor

23 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birolcasi Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Tahun 2ol3-2OL7 yang t€lah diubah adalah

sebagaimana terc€ntum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Tabel 24 pAda Bab lI, Bagian lll dari Road Map Reformasi Birolq'asi

s€bagaimana tercantum dalam Lampiran P€raturan Gubernur Nomor 23

Tahun 2Ol3 tentsng Road Map Reformasi Birol<rasi Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2Ol3-2O17 yang telah diubah ada.lah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran lI dan merupalen bagian yang tidak rcrpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini,

Pudtr
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tsnggd diundarrgkal.

Agar setiap orang mengetahuinlra, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah hovinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tan8gal 16 WttlwR 2OL4 A

{ oueeruvun rusA TENGcARA TTMUR, fI n^-r-"--l,A /tL7a rRAx6 rxBuglrf,

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20t4

1 SEKR${lRls DAERAI{
L PROVINSI NPFA TEIIC.GARA TIMUR,

I
l/rnersrgorue aer,u

BERITA DAEMH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR



|AMnnA l I PERATUnAI| GUBER Un USA IEI{GGARA nMUR
]{OMOR :39/4 TAHUN 2014
TA GGAL tlgwtP*2ol4

PERUSAHAN ATAS PERATURAN GUEERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 23

TAHUN 2013 TENTANG ROAD M'P REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH PROVINSI NUSATEN6GARA TIMUR TAHUN 2013-2017

III. PROGRAM DA TEG]ATA

a) Program Manajemen Perubahan;

. Rapat (oordlnasi Forum Komunlkasl Pendayagunaan Aparatur Negara

. Revlsi Peraturan Gubernur tentant Road Map Reformasi Eirokrasi

Provlnsi NTT 2013-2017
. Fasllltasl, Pembinaan dan Pengendallan implementasi Reformasi

Biroklasi
. Fasllitasi Pelakanaan Evaluasl Slstem Akuntabilitas Kinerja dan Budaya

Kerla (Dalam satu keglatan yang sama dengan kegiatan No.l pada

Program Penguatan Akuntabllltas)
. Pengendallan Eudaya (erja
. Pemblnaan Rohani dan aarah ke Tanah Suci

. Natal, Halal blhalal dan syukuran Tahun Baru baglanSgota (oRPRl

llngkup Pemerlntah Provinsi NTT

. Pekan Olahraga Nasional KORPR|Tahun 2017

. Pekan OlahraSa dan Senl Tk. Provlnsl NTT

b) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;

. Legislasi Daerah.

. Rapat Koordlnasl Bldang Hukum

. Pemblnaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab./bta

. Monltorint Evaluasi dan Pelaporan Terpadu

. Penanganan Kasus dldalam dan luar Pengadilan

. Sosialisasl dan Advokasi Pe.aturan PerundanS-Undangan dan

lnventarisasi masalah-masalah Hukum

. Pengembangan JDIH tingkat Provlnsl dan Pembinaan JDIH Kab./Kota

. Laporan Hasll Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

o Koordinasl pelaksanaan RANHAM dan perumusan kebijakan Hukum

c) Program Penataan dan Penguatan Organisasi;

. Penataan Organlsasl Perangkat Daerah ProvinslNTT

. Penyusunan Uralan Tugas Jabatan Struktural Petangkat oaerah Provlnsl

NTT



. Monhorin& Evaluasldan Pelaporan Terpadu B|dang Organisasl

. Rapat Koordinasl Eidang Organisasl

. Penataan, Pemblnaan dan Pentendallan Kelembagaan, Anrab dan ABK

Kab/Kota

d) Program Penataan Tatalaksana;

. bordlnasi, fasllltasi dan Pemblnaan SOP Mminlstrasi Pemerlntahan

. Penlngkatan KualitasTatalaksana Pemedntahan

. Pengembantane.Government

e) Program Penataan Sistem Manaiemen SDM Aparatur;

. Anallsls Jabatan dan Analisis Beban Keria Tingkat Provinsi NTT

. Pelakanaan Anallsls Seban Kerla pada SKPo Tlngkat Provlnsl

. Penyusunan Analisls Kebutuhan Diklat

. Penyelenggaraan Diklat Apalatul Tingkat Provlnsl Nusa Tenggara Timur

. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Lingkup Provinsi NTT

. Pembentukan Assessment Centre dan lembaga Sertifikasi Profesi

Cabang Provinsl NIT
. Pendldikan Penlenlangan dan Penlngkatan kompetenslPNs

. Seleksi Penerlmaan CPNt C.lon IPDN serta PNsTubeylbel

. Penataan Sidefi Admlnistrasi dan Informasi Kepegawaian Daerah

. Penanganan Xasus Pelantgaran Disiplln PNS

. Monltorin& Evaluasidan Pelaporan Terpadu Kinerja PNS

. Ullan Dlnas dan Xenalkan Pangkat Penyesualan Uazah

f) Program Penguatan Pengawasan;

. Pelatihan Pentembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pentawasan

. Pelatlhan Teknls Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerla

. Koordinasi Pengawasan yang Lebih lGmprehenslf

. Pelaksanaan Pengawa5an Intemal secara be*ala

. Monltoring dan evaluasidan pelaporan terpadu

. Pcngawasan pelaksanaan dana BOS

. Evaluasircnerla PenyelenSgaraan Pemerintahan Daerah

. Penanganan Kasus Pengaduan diLingkuntan Pemerintahan Daerah

. Pengendallan Manajemen Pelaksanaan KebUakan Kepala Daerah

. PenanSanan KasueKasus Pada wilayah Pemerlntah Dlbawahnya

. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan



8) Program Penguatan Akuntabllltas l(lnerla;

. Fasilitasl Pelakanaan dan Evaluasi SAKIP dan Eudaya Keria

. Penyusunan IAKIP Gubernur NTT Tahun 2012, RKT dan PK SKPD

ProvinslTahun 2013

. Penyusunan Indikator Klneda Utam (l(U) Pemerlntah Provinsi NTT dan

IKU SKPD

. Fasilhasi, Pemblnaan dan Monltorlng Evaluasi Klnerja serta Penerapan

Budaya Kerja

. Penguatan Slstem Akuntabllltas KlnerJa Instansl Pemerintah

. EvaluaslSAK|P

. Pengendallan Budaya (erla

Prog.am Penlgkatan (ualltas Pelavanan Publlk;

. Penyusunan dan Blmtek SPP dan SOP Pelayanan Publlk

. Penllalan Xlnerla Unlt lGrja Pelayanan Publlk Tlngkat Naslonal

. Lokakarya Indek Pengaduan Masyarakat

. Survey Indek (epuasan Masyarakat (lKM)

. Pemblnaan dan Rapat Evaluasl Penyelenggaraan Pelayanan Publik

. Lokakarya Analisls Penyebab Pengaduan Masyarakat dan Rencana

nndak Nyata

. Penllaian Kineria Unit l(erja Pelayanan Publlk

. Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Program Monitorin& Evaluasl dan Pclaporan.

. Pelaksanaan Pentawasan lntemal secara berkala (Dalam satu kegiatan

yanS sama dengan ketlatan No.4 pada ProSram Penguatan

Pentawasan Akuntabllltas)

h)

I GUEERNUR NUSA TENGGARA

i)
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PEUERIIiTAII PROVTISAT TUAA TEIIGO/IRA TIIT'R
SEITRETARIAT D.IIERAIT

.tb. RrF El Tarl Ifo. 52 Tclp. Oal8ct24965 KrDug

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Hd

T( TA DIIAA
Yth. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang.
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timu, di Kupang.
12 Januari 2015.
Hk o3.7 Irr l2or5.
Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Roo,d Map Reformasi
Birokrasi Pemerintsh Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2Ol3-
2017.

S€suai Nota Dinas dari Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor : BO.O65l143lX1l/2O14 tang$al 30 Desemb€r
2OL4, Hd Mohon Koreksi, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak
Naskah Peraturan Gub€mur Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gub€mur Nusa Tenggara Tirnur Nomor 23 Tahun 2013
tenta$g Rood Mqp Re{ormaei Birokraei Pemerintah Provinei Nuea
Tengga-ra Timur Tahun 2Ol3-2017.

Dapat dijeLaskan bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2O1O tentang Crand tusign Reformasi
Birokrasi 2OLO-2O25 dan Peraturan Menteri Negara Penda5ragunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2OlO tentang
Road Map Reformasi Birolcasi 2OIO-2O14, maka telah ditetapkar
Peraturan Gubemur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Proeinsi Nusq Tenggara Titrur Tahun 2013-2017-

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Renc€na Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2013-2018, maka program dan kegiatan serta agenda kegiatan
Reformasi Birokrasi dalam kerangka waktu pcrlu disesuaikan.

Sehubungan dengar itu maka dimohon kepada Bapak untuk
menandatangani Naskah Peraturar Gubernur dimaksud s€bagaimana
terlampir.

Demikian untuk maklum dan atas perkenan Bapak kami
haturkan lirnps}r terima kasih.

/ sExr
} PROVINSI N

ARIS DAERAH
ccARAllMUR, 

J
'FnAralarua aAr,u. gE. f,. al

PEMBINA LTTAMA MADYA
NIP. 19570606 t986lo 1 003TTLAH OIITIIII OITH BIFO HUXIJM

rctlt...eL' Z?IflixrPtf
li.rcl.tf/ r'l ll | |trl.r ! l1t Ru.!rxt(; I tD,4 \c.\\



PEHERIIfTAH PROVIT{SX T{USA TETIGGARA rlTUR
SEKRETARIAT DAERAH
JL Faya El Tatt btw 52 K.Pq|P Asltl

r&, (dN) 44 82692 A 81 ftrr't4t t3t, 134 126, 135
Fax, (0ZP)83 24 tl& : pqtprwnttgo.E

lGpaOa

Darl

Tamgal

l{omor

gfdt

lamplran

Hal

T{OTA DII{AS

Yth, Kepala Bro Hukum Sekr€tariat Daerah fto\,lnsi Nusa TenggEra

Tlmur dl Kupang,

f€pala Blro OrgEnlsasl sel@tarlat

Tlmur dl KuparE.

30 o€sember 2014

n.065lr$[nv20L4
Penung

I (satu) o(ernplar

Derah Pro\rlrd Ntrsa Tengg6ra

Penyampalan lGnsep Rancangan (Ra,lg) Perahrran Gubemur Nusa

Tenggara'llmur Enbng Road Map R€formasl Blrokrasl Pemedntah

Provlnsl Nusa TenggEra Tlmur 2013-20u.

Bersama lnl dlsampalkan RancangEn (Revlg) Peraturan Gubemur

Nusa Tenggara Tlmur tenbng Road Map Refiormasl BlrokEsl

PeflErlntah Horrlnsl Nusa TenggBG Tlmur 2013-2017 unbrk dlkolekg.

Demlklan untuk maklum, dan abs keda sanF lrang balk

dlsampalkan Erlma kaslh.

A.N, KEPAI.A BIRO ORGANISASI

|(AEAG KETATAI.AI(SAI,IAAN DAN PEI.AYAMN PUilIK 6

PEMBIM TINGKAT I
NrP. 196106021994031qX

,,4r-\ dt 'z't'l3ca?4


